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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Basaria Tiara Desika L. Gaol
Jabatan . Direktur Perundingan Perdagangan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama . Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan . Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama

i)

Basaria Tiara Desika L. Gaol

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) 3) “4) )

1 | Meningkatnya akses pasar jasa | Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum Perundingan 20
Indonesia di pasar internasional | internasional

2 | Tersedianya dukungan dalam | Jumlah analisis dalam meningkatkan peran Dokumen 10
rangka meningkatkan peran | perundingan perdagangan jasa
ekspor jasa terhadap
perekonomian nasional

3 | Meningkatnya implementasi dan | Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan Dokumen 4
pemahaman hasil perundingan | jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani
perdagangan intemasional Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan Persentase 83

sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan
pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat
dan daerah
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